
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA PROSES BISNIS  

TAHU 2023 

 

 

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN 

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, KP3B Palima,  

Curug Kota Serang - Banten 

 

 

 

 

 







 

 

 
 

 
 

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten 

Nomor  : 060/Kep.1665– Dishub.01/2023 
Tanggal : 12 Juli 2023 

 
PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN 

 

A. TABEL lDENTIFIKASI DAN KODEFIKASI PROSES (PROGRAM), SUB PROSES (KEGIATAN), LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN) 

No 
Jenis 
Proses 

Kode 
Proses 

Nama Proses  
Kode Sub 

Proses 
Nama Sub Proses Kode Lintas Fungsi Nama Lintas Fungsi 

Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (BNT 02.2.15.02) 

1 Proses 
Utama 

BNT 
02.2.15.02 

Penyelenggaraan 
Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 
(LLAJ) 

BNT 
02.2.15.02.1.01 

Penetapan 
Rencana Induk  

Jaringan LLAJ 
Provinsi 

BNT 
02.2.15.02.1.01.01.CFM.01 

 

Pelaksanaan Penyusunan  
Rencana Induk Jaringan  

LLAJ Provinsi 

      BNT 

02.2.15.02.1.01.02.CFM.02 
 

Penetapan Kebijakan dan  

Sosialisasi Rencana Induk  
Jaringan LLAJ Provinsi 

      BNT 
02.2.15.02.1.01.03.CFM.03 

 

Pengendalian Pelaksanaan  
Rencana Induk Jaringan  

LLAJ Provinsi 

    BNT 
02.2.15.02.1.02 

Penyediaan 
Perlengkapan 

Jalan di Jalan 
Provinsi 

BNT 
02.2.15.02.1.02.01.CFM.01 

 

Pembangunan Prasarana 
Jalan di Jalan Provinsi 



No 
Jenis 
Proses 

Kode 
Proses 

Nama Proses  
Kode Sub 

Proses 
Nama Sub Proses Kode Lintas Fungsi Nama Lintas Fungsi 

      BNT 

02.2.15.02.1.02.02.CFM.02 
 

Penyediaan Perlengkapan  

Jalan di Jalan Provinsi 

      BNT 

02.2.15.02.1.02.03.CFM.03 
 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana 
Jalan 

      BNT 

02.2.15.02.1.02.04.CFM.04 
 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 

    BNT 

02.2.15.02.1.03 

Pengelolaan 

Terminal 
Penumpang Tipe 

B 

BNT 

02.2.15.02.1.03.01. CFM.01 

Penyusunan Rencana 

Pembangunan Terminal 
Penumpang Tipe B 

      BNT 
02.2.15.02.1.03.02. CFM.02 

Pembangunan Gedung 
Terminal 

    BNT 
02.2.15.02.1.05 

Pelaksanaan 
Manajemen dan  

Rekayasa 
Lalulintas Untuk 

Jaringan Jalan 
Provinsi 

BNT 
02.2.15.02.1.05.01.CFM.01 

 

Penataan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 

Untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 



No 
Jenis 
Proses 

Kode 
Proses 

Nama Proses  
Kode Sub 

Proses 
Nama Sub Proses Kode Lintas Fungsi Nama Lintas Fungsi 

      BNT 

02.2.15.02.1.05.02.CFM.02 
 

Pengadaan Pemasangan.  

Perbaikan dan 
Pemeliharaan  

Perlengkapan Jalan Dalam  
Rangka Manajemen 

Rekayasa Lalu Lintas 

      BNT 

02.2.15.02.1.05.03.CFM.03 
 

Uji Coba dan Sosialisasi  

Pelaksanaan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas 
untuk Jaringan Jalan 

Provinsi 

      BNT 
02.2.15.02.1.05.04.CFM.04 

 

Pengawasan dan  
Pengendalian Efektivitas  

Pelaksanaan Kebijakan  
untuk Jalan Provinsi 

    BNT 

02.2.15.02.1.07 

Audit dan 

Inspeksi 
Keselamatan 
LLAJ di Jalan 

BNT 

02.2.15.02.1.07.01.CMF.01 

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 
Unit Pelaksana Uji Berkala 
Kendaraan Bermotor 

      BNT 

02.2.15.02.1.07.04.CMF.02 

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 
Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum 



No 
Jenis 
Proses 

Kode 
Proses 

Nama Proses  
Kode Sub 

Proses 
Nama Sub Proses Kode Lintas Fungsi Nama Lintas Fungsi 

    BNT 

02.2.15.02.1.08 

Penyediaan 

Angkutan Umum 
Untuk Jasa 

Angkutan Orang 
dan/atau  

Barang Antar 
Kota dalam 
1(satu) Daerah 

Provinsi 

BNT 

02.2.15.02.1.08.01.CFM.01 
 

Penyediaan Angkutan  

Umum Untuk Jasa  
Angkutan Orang dan/atau  

Barang Antar Kota dalam  
1 (satu) Daerah Provinsi  

Pengelolaan Pelayaran (BNT 02.2.15.03) 

  BNT 
02.2.15.03 

Pengelolaan 
Pelayaran 

BNT 
02.2.15.03.1.01 

Penerbitan Ijin 
Usaha Angkutan 

Laut yang 
Berdomisili dalam 

wilayah dan 
Beroperasi pada 
lintas Pelabuhan 

antar Daerah 
Kab/Kota Dalam 

Wilayah Daerah 
Provinsi 

BNT 
02.2.15.03.1.01.01.CFM.01 

 

Fasilitasi Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 

Usaha Angkutan Laut 
Kewenangan  

Provinsi dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik 

      BNT 

02.2.15.03.1.01.02.CFM.02 
 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha 
Angkutan Laut  

Kewenangan Provinsi 

    BNT 
02.2.15.03.1.09 

Pembangunan 
Penerbitan  

Izin 
Pembangunan 

BNT 
02.2.15.03.1.09.04.CFM.01 

Pengawasan Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpan 

Regional 



No 
Jenis 
Proses 

Kode 
Proses 

Nama Proses  
Kode Sub 

Proses 
Nama Sub Proses Kode Lintas Fungsi Nama Lintas Fungsi 

dan 

Pengoperasian 
Pelabuhan 

Pengumpan 
Regional 

Pengelolaan Perkeretaapian (BNT 02.2.15.05) 

  BNT 
02.2.15.05 

Pengelolaan 
Perkeretaapian 

BNT 
02.2.15.05.1.06 

Penetapan 
Jaringan 

Pelayanan 
Perkeretaapian 
pada Jaringan 

Jalur 
Perkeretaapian 

Provinsi 

BNT 
02.2.15.05.1.06.01.CFM.01 

 

Perumusan Kebijakan 
Penetapan Jaringan 

Pelayanan Perkeretaapian 
pada Jaringan Jalur  
Perkeretaapian 

Kewenangan Provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

 



C. PETA SUB PROSES PERANGKAT DAERAH 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



D. PETA RELASI  

 

 



E. TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI DAN PETA LINTAS FUNGSI 

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.01.01.CFM.01 

PROSES   : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES  : BNT.02.2.15.02.1.01. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI 

LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.01.01.CFM.01 
 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Pelaksanaan Penyusunan 

Rencana Induk Jaringan 
LLAJ Provinsi 

1. BAPPEDA 

2. DPUPR 
3. KAB/KOTA 
4. BIRO HUKUM 

Terlaksananya Penyusunan 

Rencana Induk Jaringan 
LLAJ Provinsi 

Bidang Angkutan Dan 

Pengembangan Transportasi 

 

 
 
  



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.01.01.CFM.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 

 

BIDANG 
ANGKUTAN DAN 

PENGEMBANGAN 
TRANSPORTASI 

     

BAPPEDA      

DPUPR      

KAB/KOTA      

BIRO HUKUM 

     

 
  

 Melaksanakan 

Dokumen Penetapan 
Kebijakan dan 

sosialisasi Rencana 
Induk Jaringan LLAJ  

 

Menyiapkan Bahan Terkait 

Pelaksanaan Penyusunan 
Rencana Induk Jaringan 

LLAJ Provinsi 

Membahas 

Bahan 

Perumusan 

Kebijakan 
Rencana Induk 

Jaringan LLAJ 

Provinsi 

Menyusun 
Perumusan 

Rencana Induk 

Jaringan LLAJ 
Provinsi 

Menelaah 
Perumusan 

Rencana 

Induk 
Jaringan Llaj 

Provinsi 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.01.02.CFM.02 

PROSES   : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES  : BNT.02.2.15.02.1.01. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI 
LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.01.02.CFM.02 

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Penetapan Kebijakan dan 
Sosialisasi Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi 

1. BAPPEDA 
2. DPUPR 
3. KAB/KOTA 

4. BIRO HUKUM 

Ditetapkannya Kebijakan dan 
Tersosialisasinya Rencana 
Induk Jaringan LLAJ Provinsi 

Bidang Angkutan Dan 
Pengembangan Transportasi 

 

 
 

  



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.01.02.CFM.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 

 

BIDANG 
ANGKUTAN DAN 

PENGEMBANGAN 
TRANSPORTASI 

     

BAPPEDA      

DPUPR      

KAB/KOTA       

BIRO HUKUM 

     

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Menyiapkan bahan 
Penetapan Kebijakan dan 

Sosialisasi Rencana 
Induk Jaringan LLAJ 

Provinsi 

Membahas Bahan 
Perumusan 
Penetapan 

Kebijakan dan 
Sosialisasi 

Rencana Induk 
Jaringan LLAJ 

Provinsi 

Menelaah 
Perumusan 
Penetapan 

Kebijakan Dan 

Sosialisasi 
Rencana Induk 
Jaringan Llaj 

Provinsi 

Menyusun 

Perumusan 
Penetapan Kebijakan 

dan Sosialisasi 
Rencana Induk 
Jaringan LLAJ 

Provinsi 

Melaksanakan 

Dokumen Penetapan 
Kebijakan dan 

sosialisasi Rencana 
Induk Jaringan LLAJ 

Provinsi 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.01.03.CFM.03 

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.01. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI 
LINTAS FUNGSI  : BNT. 02.2.15.02.1.01.03.CFM.03 

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Pengendalian Pelaksanaan 
Rencana Induk Jaringan 
LLAJ Provinsi 

1. BAPPEDA 
2. DPUPR  

3. KAB/KOTA 

Terkendalinya Pelaksanaan 
Rencana Induk Jaringan 
LLAJ Provinsi 

Bidang Angkutan Dan 
Pengembangan Transportasi 

 

 

 
  



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.01.03.CFM.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 

 

BIDANG 
ANGKUTAN DAN 

PENGEMBANGAN 
TRANSPORTASI 

    

BAPPEDA 
    

DPUPR 

    

KAB/KOTA 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Melaksanakan 
Pengendalian Rencana 
Induk Jaringan LLAJ 

Provinsi 

Menyiapkan Bahan 

Pelaksanaan Rencana 

Induk Jaringan LLAJ 

Provinsi 

Membahas 
Bahan 

Perumusan 

Penetapan 
Kebijakan dan 

Sosialisasi 

Rencana Induk 
Jaringan LLAJ 

Provinsi 

Memperoses 

Hasil 

Pembahasan  



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.02.01.CFM.01 

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.02. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI 
LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.02.01.CFM.01 

 

NO SUB KEGIATAN 
UNIT KERJA 

TERKAIT 
OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 
  

Pembangunan 
Prasarana Jalan di 

Jalan Provinsi 

1. BAPPEDA 
2. DPUPR 

3. BIRO EKBANG 
4. BIRO PBJ LPSE 

5. PENYEDIA B/J 

Terbangunnya Prasarana 
Jalan di Jalan Provinsi 

Bidang Prasarana dan 
Perlengkapan Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.02.01.CFM.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi 

 

BIDANG 
PRASARANA 

DAN 
PERLENGKAPAN 

JALAN  

      

BAPPEDA 
      

DPUPR 
      

BIRO EKBANG 
      

BIRO PBJ LPSE 

      

PENYEDIA B/J 

      

 
 

Melaksanakan 
Kordinasi 

Pembangunan 
Prasarana Jalan di 

Jalan Provinsi 

Menyediakan 
Pengadaan 

Pembangunan 
Prasarana Jalan 
di Jalan Provinsi 

Melaksanakan 
Pembangunan Prasarana 
Jalan di Jalan Provinsi 

yang Tersedia 

Menyiapkan Bahan 

Pembangunan 
Prasarana Jalan di 

Jalan Provinsi 
Menyusun 

Bahan 
Penyediaan 

Pembangunan 
Prasarana Jalan 

di Jalan Provinsi 

Memperoes 
Pengadaan 
Barang Dan 

Jasa 



 

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.02.02.CFM.02 

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.02. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI 

LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.02.02.CFM.02 
 

NO SUB KEGIATAN 
UNIT KERJA 

TERKAIT 
OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 

  

Penyediaan 

Perlengkapan Jalan di 
Jalan Provinsi 

 

1. BAPPEDA 

2. DPUPR 
3. BIRO EKBANG 

4. BIRO PBJ LPSE 
5. PENYEDIA B/J 

Tersedianya Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi 

Bidang Prasarana Dan 

Perlengkapan Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.02.02.CFM.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 

 

Bidang 
Prasarana Dan 

Perlengkapan 
Jalan 

      

BAPPEDA 
      

DPUPR 
      

BIRO EKBANG 
      

BIRO PBJ LPSE 

      

PENYEDIA B/J 

      

 
 

Melaksanakan 
Kordinasi 

Penyediaan 
Perlengkapan 
Jalan Di Jalan 

Provinsi 

Menyediakan 
Pengadaan 

Perlengkapan 
Jalan 

Mengevaluasi 
Pemasangan  

Perlengkapan Jalan di 
Jalan Provinsi 

Menyiapkan Bahan 
Perlengkapan Jalan 

Di Jalan Provinsi  

Menyusun 
Bahan 

Penyediaan 
Perlengkapan 
Jalan Di Jalan 

Provinsi 

Memperoses 
Kegiatan Lelang 

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.02.03.CFM.03 

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.02. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI 
LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.02.03.CFM.03 

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 
  

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 

Jalan 

1. BAPPEDA 
2. DPUPR 

3. BIRO EKBANG 
4. BIRO PBJ LPSE 

5. PENYEDIA B/J 

Terlaksananya Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan 

Prasarana Jalan 

Bidang Prasarana Dan 
Perlengkapan Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.02.03.CFM.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 

 

BIDANG 
PRASARANA 

DAN 
PERLENGKAPAN 

JALAN 

      

BAPPEDA 
      

DPUPR 
      

BIRO EKBANG 
      

BIRO PBJ LPSE 

      

PENYEDIA B/J 

      

 
 

Melaksankan 
Kordinasi 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 

Prasarana Jalan 

Menyediakan 
Pengadaan 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 

Prasarana Jalan 

Mengevaluasi Hasil 
Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana 
Jalan Tersedia 

Menyiapkan Bahan 

Rehabilitasi Dan 
Pemeliharaan 

Prasarana Jalan Menyusun 
Bahan 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 

Prasarana Jalan 

Memperoses 
Kegiatan Lelang 

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa 
a 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.02.04.CFM.04 

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.02. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI 
LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.02.04.CFM.04 

 

NO SUB KEGIATAN 
UNIT KERJA 

TERKAIT 
OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 
  

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 

1. BAPPEDA 
2. DPUPR 

3. BIRO EKBANG 
4. BIRO PBJ LPSE 

5. PENYEDIA B/J 

Terbangunnya Prasarana 
Jalan di Jalan Provinsi 

Bidang Prasarana Dan 
Perlengkapan Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.02.04.CFM.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 

 

BIDANG 
PRASARANA 

DAN 
PERLENGKAPAN 

JALAN 

      

BAPPEDA 
      

DPUPR 
      

BIRO EKBANG 
      

BIRO PBJ LPSE 

      

PENYEDIA B/J 

      

 
 

Melaksankan 
Kordinasi 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 

Jalan 

Menyediakan 
Rehabilitasi Dan 

Pemeliharaan 
Perlengkapan 

Jalan 

Mengevaluasi Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 
Tersedia 

Menyiapkan Bahan 

Rehabilitasi Dan 
Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 
Menyusun 

Bahan 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 

Jalan 

Memperoses 
Kegiatan Lelang 

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa 
 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.03.01. CFM.01  

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.03. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B 
LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.03.01. CFM.01 

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Penyusunan Rencana 
Pembangunan Terminal 

Penumpang Tipe B 

1. BAPPEDA 

2. KAB/KOTA 

Tersusunnya Rencana 
Pembangunan 

Terminal Penumpang 
Tipe B 

Bidang Prasarana Dan 
Perlengkapan Jalan 

 

 

 
  



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.03.01. CFM.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 

 

BIDANG 
PRASARANA 

DAN 
PERLENGKAP

AN JALAN 

    

BAPPEDA 

    

KAB/KOTA 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Melaksanakan Hasil 
Penyusunan Dokumen 

Rencana 
Pembangunan 

Terminal Penumpang 
Tipe B  

 

Menyiapkan Bahan Terkait 
Penyusunan Rencana 

Pembangunan Terminal 
Penumpang Tipe B 

Membahas Bahan 
Perumusan 
Kebijakan 
Rencana 

Pembangunan 

Terminal 
Penumpang Tipe B 

Menyusun 

Perumusan 

Rencana 

Pembangunan 

Terminal 

Penumpang Tipe B 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.03.02. CFM.02  

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.03. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B 
LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.03.02. CFM.02 

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Pembangunan Gedung 

Terminal 

1. BAPPEDA 

2. INSPEKTORAT 
3. BIRO EKBANG 

4. BIRO PBJ LPSE 
5. PENYEDIA B/J 

Terbangunnya 

Gedung Terminal 

Bidang Prasarana Dan 

Perlengkapan Jalan 

 

 

 
  



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.03.01. CFM.02 Pembangunan Gedung Terminal 

 

BIDANG 
PRASARANA 

DAN 
PERLENGKAPAN 

JALAN 

      

BAPPEDA       

INSPEKTORAT       

BIRO EKBANG       

BIRO PBJ LPSE 

      

PENYDIA B/J 

      

 

 
 

Melaksankan 
Koordinasi 

Pembangunan 
Gedung Terminal 

Melaksanakan 
Pembangunan 

Gedung Terminal 

Mengevaluasi 
Pembangunan Gedung 

Terminal 

Menyiapkan Bahan 
Pengadaan, 

Pembangunan 

Gedung Terminal 

Menyusun 
Bahan 

Pembangunan 
Gedung Terminal 

Memperoses 
Kegiatan Lelang 

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa 

 



 

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.01.CFM.01 

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.05. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK  

: JARINGAN JALAN PROVINSI 
LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.05.01.CFM.01  

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Penataan Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 
Untuk Jaringan Jalan 

Provinsi 

1. BAPPEDA 

2. DPUPR 

3. POLDA BANTEN 

Terlaksananya Penataan 

Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 

Untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

Bidang Lalu Lintas Jalan 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.05.01.CFM.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 

 

BIDANG LALU 
LINTAS JALAN 

    

BAPPEDA 
    

DPUPR 
    

POLDA BANTEN 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Melaksankan 
Koordinasi 
Penataan 

Manajemen dan 
Rekayasa Lalu 
Lintas Untuk 

Jaringan Jalan 

Provinsi 

Mengevaluasi 
Penataan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu 

Lintas Untuk Jaringan 
Jalan Provinsi 

Menyiapkan 
Bahan Penataan 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu 
Lintas Untuk 

Jaringan Jalan 
Provinsi 

Menyusun Bahan 
Penataan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu 

Lintas Untuk 
Jaringan Jalan 

Provinsi 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.02.CFM.02  

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.05. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK  
: JARINGAN JALAN PROVINSI 

LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.05.02.CFM.02  
 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Pengadaan, Pemasangan, 
Perbaikan dan 

Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 

dalam rangka 
Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 

1. BAPPEDA 

2. DPUPR 

3. BIRO EKBANG 

4. BIRO PBJ LPSE 

5. Penyedia B/J 

Terlaksananya 
Pengadaan, Pemasangan, 

Perbaikan dan 
Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 
dalam rangka Manajemen 

dan Rekayasa Lalu Lintas 

Bidang Lalu Lintas Jalan 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.05.02.CFM.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam 

rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
 

BIDANG LALU 

LINTAS JALAN 

      

BAPPEDA       

DPUPR       

BIRO EKBANG       

BIRO PBJ LPSE 

      

PENYDIA B/J 

      

 
 

Melaksankan 

Koordinasi 
Pemasangan, 
Perbaikan dan 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 
Jalan dalam 

rangka Manajemen 
dan Rekayasa Lalu 

Lintas 

Menyediakan 
Pemasangan, 

Perbaikan Dan 
Pemeliharaan 

Perlengkapan 

Jalan  

Mengevaluasi 
Pemasangan, Perbaikan 

dan Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 

dalam rangka Manajemen 

dan Rekayasa Lalu Lintas 

Menyiapkan Bahan 
Pengadaan, 

Pemasangan, 
Perbaikan dan 
Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 

dalam rangka 
Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 

Menyusun 
Bahan 

Pemasangan, 
Perbaikan dan 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 
Jalan dalam 

rangka 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu 

Lintas 

Memperoses 
Kegiatan Lelang 

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa 
 



 
TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.03.CFM.03  

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.05 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK  
: JARINGAN JALAN PROVINSI 

LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.05.03.CFM.03 
 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Uji Coba dan Sosialisasi 

Pelaksanaan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas 
untuk Jaringan Jalan 

Provinsi 

1. BAPPEDA 

2. DINDIKBUD 
3. BIRO PBJ LPSE 
4. KAB/KOTA 

5. KEMENHUB 
6. INSPEKTORAT 

Terlaksananya Uji Coba 

dan Sosialisasi 
Pelaksanaan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas 

untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

Bidang  

Lalu Lintas Jalan 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.03.CFM.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 

Jaringan Jalan Provinsi 
 

BIDANG  

LALU LINTAS 
JALAN 

     

BAPPEDA 
 

     

DINDIKBUD      

BIRO PBJ 
LPSE 

     

KAB/KOTA      

KEMENHUB      

INSPEKTORAT 
 

     

 
 

Melaksankan 
Koordinasi Uji 

Coba dan 

Sosialisasi 
Pelaksanaan 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu 

Lintas untuk 
Jaringan Jalan 

Mensosialisasikan Uji Coba 
dan Sosialisasi Pelaksanaan 

Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas untuk Jaringan Jalan 

Provinsi 

Menyiapakan Bahan 
Uji Coba dan 

Sosialisasi 
Pelaksanaan 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas 

untuk Jaringan Jalan 
Provinsi 

Menyusun Bahan 
Uji Coba dan 
Sosialisasi 

Pelaksanaan 
Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 
Lintas untuk 

Jaringan Jalan 
Provinsi 

Melaksanakan 
Pengawasan Saat 

0%, 50% Dan 
100% 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.04.CFM.04 

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.05. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK  
: JARINGAN JALAN PROVINSI 

LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.05.04.CFM.04  
 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Pengawasan dan  
Pengendalian Efektivitas  

Pelaksanaan Kebijakan  
untuk Jalan Provinsi 

1. KAB/KOTA 

2. POLDA BANTEN 

3. APH 

Terlaksananya Pengawasan 
dan Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan 
untuk Jalan Provinsi 

Bidang Lalu Lintas Jalan 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.05.04.CFM.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 

Provinsi 
 

BIDANG LALU 

LINTAS JALAN 

    

KAB/KOTA 
    

POLDA BANTEN 
    

APH 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Melaksankan 
Pengawasan dan 

Pengendalian 
Efektivitas 

Pelaksanaan 
Kebijakan untuk 
Jalan Provinsi 

Membuat laporan 
hasil Pengawasan dan 

Pengendalian 
Efektivitas 

Pelaksanaan 
Kebijakan untuk 

Jalan Provinsi 

Menyiapkan 
Bahan 

Pengawasan dan 
Pengendalian 

Efektivitas 

Pelaksanaan 
Kebijakan untuk 
Jalan Provinsi 

Mengevaluasi 
pelaksanaan 

Pengawasan dan 
Pengendalian Jalan 

Provinsi 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.07.01.CMF.01 

PROSES   : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES  : BNT.02.2.15.02.1.07. AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN  
LINTAS FUNGSI   : BNT.02.2.15.02.1.07.01.CMF.01  

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Unit 
Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 

1. KAB/KOTA 

2. KEMENHUB 

3. POLDA BANTEN 

Terlaksananya Inspeksi, 
Audit dan Pemantauan Unit 
Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Bidang Lalu Lintas Jalan 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.07.01.CMF.01 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 
 

BIDANG LALU 

LINTAS JALAN 

    

KAB/KOTA 
    

KEMENHUB 
    

POLDA BANTEN 
    

 
 
 
 

 
 

 
 

Melaksankan 
Inspeksi, Audit 

dan 
Pemantauan 

Unit Pelaksana 
Uji Berkala 

Kendaraan 
Bermotor 

Membuat Laporan 
hasil Inspeksi, Audit 

dan Pemantauan Unit 
Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Menyiapkan 
bahan 

Pelaksanaan 
Inspeksi, Audit 

dan 
Pemantauan 

Unit Pelaksana 
Uji Berkala 
Kendaraan 
Bermotor 

Jaringan Jalan 
Provinsi 

Mengevaluasi hasil 
Inspeksi, Audit dan 
Pemantauan Unit 

Pelaksana Uji 
Berkala Kendaraan 

Bermotor 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.07.04.CMF.02 

PROSES  : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.07. AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN  
LINTAS FUNGSI  : BNT. 02.2.15.02.1.07.04.CMF.02  

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Sistem 
Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan Umum 

1. KAB/KOTA 

2. KEMENHUB 

3. POLDA BANTEN 

Terlaksananya Inspeksi, 
Audit dan Pemantauan 
Pemenuhan Persyaratan 

Penyelenggaraan Kompetensi 
Pengemudi Kendaraan 

Bermotor Provinsi 

Bidang Lalu Lintas Jalan 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.07.04.CMF.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan Umum 
 

BIDANG LALU 

LINTAS JALAN 

    

KAB/KOTA 
    

KEMENHUB 
    

POLDA BANTEN 
    

 
 
 

 
 
 

 
 

Melaksankan 
Pelaksanaan 

Inspeksi, Audit 
dan 

Pemantauan 
Sistem 

Manajemen 
Keselamatan 
Perusahaan 
Angkutan 

Umum 

Membuat Laporan 
hasil Pelaksanaan 

Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan Sistem 
Manajemen 
Keselamatan 

Perusahaan Angkutan 
Umum 

Menyiapkan 
bahan 

Pelaksanaan 
Inspeksi, Audit 

dan 
Pemantauan 

Sistem 
Manajemen 

Keselamatan 
Perusahaan 
Angkutan 

Umum 

Mengevaluasi hasil 
Pelaksanaan 

Inspeksi, Audit dan 
Pemantauan Sistem 

Manajemen 
Keselamatan 
Perusahaan 

Angkutan Umum 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.08.01.CFM.01  

PROSES  : BNT. 02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.08.01 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN\ORANG DAN/ATAU BARANG 
: ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI 

LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.02.1.08.01.CFM.01 
 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Penyediaan Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi 

1. BAPPEDA 
2. BPKAD 

3. BIRO EKBANG 
 

Tersedianya Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi 

Bidang Angkutan Dan 
Pengembangan Transportasi 

 

 

 

  



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.08.01.CFM.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
 

BIDANG 

ANGKUTAN DAN 
PENGEMBANGAN 

TRANSPORTASI 

    

BAPPEDA     

BPKAD     

BIRO EKBANG     

 
 

 
 

 
 
 

Melaksankan 
Kordinasi Terkait 

Rencana 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

Mengevaluasi kinerja Angkutan 
Umum untuk Jasa Angkutan 

Orang dan/atau Barang Antar 
Kota dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi 

Menyiapkan bahan 
Angkutan Umum 

untuk Jasa 

Angkutan Orang 
dan/atau Barang 
Antar Kota dalam 
1 (Satu) Daerah 

Provinsi 

Menyusun 
Bahan 

Penyediaan 
Angkutan 

Umum untuk 
Jasa Angkutan 

Orang 

dan/atau 
Barang Antar 
Kota dalam 1 
(satu) Daerah 

Provinsi 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.03.1.01.01.CFM.01  

PROSES  : BNT. 02.2.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 
SUB PROSES : BNT.02.2.15.03.1.01. PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI  

: DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM  
: WILAYAH DAERAH PROVINSI  

LINTAS FUNGSI  : BNT. 02.2.15.03.1.01.01.CFM.01 
 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNGJAWAB 

1 Fasilitasi Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Usaha Angkutan Laut 

Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 

1. BUMN 
2. DPMPTSP  
3. KAB/KOTA 

4. KEMENHUB 

Tersedianya Angkutan Laut 
Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang memenuhi 

persyaratan perizinan 

Bidang Perhubungan Laut, 
Udara Dan Perkeretaapian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.03.1.01.01.CFM.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
 

BIDANG 

PERHUBUNGAN 
LAUT, UDARA  

DAN 
PERKERETAAPIAN 

    

BUMN     

DPMPTSP     

KAB/KOTA     

KEMENHUB     

 
 

 

 
Melaksanakan Rapat 
Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan Izin 
Usaha Angkutan Laut 
Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 

Elektronik 

 

Melaksanakana Fasilitasi 

Pemenuhan Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Usaha untuk Badan Usaha 

Pelabuhan di Pelabuhan 
Pengumpan Regional dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 

Menyiapkan Bahan 
laporan Angkutan 
Laut Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
yang memenuhi 

persyaratan perizinan 

Menyusun 
Laporan Hasi 

Fasilitasi 

Pemenuhan 
Persyaratan 

Perolehan Izin 
Usaha Angkutan 

Laut Kewenangan 
Provinsi dalam 

Sistem Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 

Terintegrasi 

Secara Elektronik 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.03.1.01.02.CFM.02 

PROSES  : BNT.02 PROGRAM PELAYARAN 
SUB PROSES      : BNT.02.2.15.03.1.01. PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI 

: DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 
: DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI 

LINTAS FUNGSI  : BNT.02.2.15.03.1.01.02.CFM.02  
 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan pelaksanaan izin 

usaha angkutan laut 
kewenangan provinsi 

1. DPMPTSP 
2. KAB/KOTA 

3. KEMENHUB  
4. INSTANSI LAINYA 

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 
Laut Pelayaran Rakyat 

Kewenangan Provinsi 

Bidang Perhubungan 
Laut, Udara Dan 

Perkeretaapian 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.03.1.01.02.CFM.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut 

kewenangan provinsi 
 

BIDANG 

PERHUBUNGAN 
LAUT, UDARA  

DAN 
PERKERETAAPIAN 

   

 
 

 
 
 

 

  

DPMPTSP 
 

 
   

 

 

 

KAB/KOTA 
     

 

 

KEMENHUB 

     

INSTANSI LAINYA 
     

Melaksanakan 

Sinkronisasi 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pengawasan 

pelaksanaan izin 

usaha angkutan 

laut kewenangan 
provinsi 

Menyusun Laporan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Untuk 
Badan Usaha 
Pelabuhan di Pelabuhan 
Pengumpan Regional 

Melaksanakan 

Koordinasi dan 

sinkronisasi 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

pelaksanaan 

izin usaha 

angkutan laut 
kewenangan 

provinsi 

Menyiapkan bahan 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Angkutan Laut 

Pelayaran Rakyat 

Kewenangan Provinsi Menyusun 
Rancangan 

pelaksanaan 

Koordinasi 
dan 

Sinkronisasi 
Pengawasan 
pelaksanaan 
izin usaha 
angkutan 

laut 
kewenangan 

provinsi 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.03.1.01.04.CFM.01  

PROSES  : BNT. 02.2.15.03. PROGRAM PELAYARAN 
SUB PROSES       : BNT. 02.2.15.03.1.09. PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN 

: PENGUMPAN REGIONAL 
LINTAS FUNGSI  : BNT. 02.2.15.03.1.09.04.CFM.01 

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Pengawasan Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional 

1. DKP  
2. KAB/KOTA 
3. KEMENHUB 

 

Terawasinya Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpan Regional 

Bidang Perhubungan Laut, 
Udara Dan Perkeretaapian 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.03.1.09.04.CFM.01 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 

 

BIDANG 
PERHUBUNGAN 

LAUT, UDARA  
DAN 

PERKERETAAPIAN 

     

DKP       

KAB/KOTA 

 

     

KEMNHUB      

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Melaksanakan 
Koordinasi dalam 
rangka Pengawasan 
Pengoperasian 
Pelabuhan 
Pengumpan 
Regional 

Menyusun Laporan 

pengawasan 
Pengoperasian Pelabuhan 

Pengumpan Regional 

Menyiapkan bahan 
Pengawasan 
Pengoperasian 
Pelabuhan 
Pengumpan 
Regional 

Melaksanakan 
Pengawasan 
Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional 

Menyusun 

Rumusan 
Pengawasan 

Pengoperasian 
Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional 



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.05.1.06.01.CFM.01 
 
 

PROSES  : BNT. 02.2.15.05. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN  
SUB PROSES : BNT. 02.2.15.05.1.06. PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN PADA JARINGAN JALUR 

: PERKERETAAPIAN PROVINSI  
LINTAS FUNGSI  : BNT. 02.2.15.05.1.06.01.CFM.01  

 

NO SUB KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUTPUT PENANGGUNG JAWAB 

1 Perumusan Kebijakan 

Penetapan Jaringan 
Pelayanan Perkertaapian 

Pada Jaringan Jalur 
Perkeretaapian Kewenagan 

Provinsi 

1. BAPPEDA 

2. INSPEKTORAT 
3. BIRO PBJ LPSE 

4. KAB/KOTA 

Tersusunnya Dokumen 

Kebijakan Penetapan 
Jaringan Pelayanan 

Perkeretaapian pada 
Jaringan Jalur 

Perkeretaapian Kewenangan 
Provinsi 

Bidang Perhubungan Laut, 

Udara Dan Perkeretaapian 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.05.1.06.01.CFM.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkertaapian Pada 

Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenagan Provinsi  
 

BIDANG 

PERHUBUNGAN 
LAUT, UDARA  

DAN 
PERKERETAAPIAN 

    

BAPPEDA 
    

BIRO PBJ LPSE 
    

KAB/KOTA 
    

 
 
 

 

 

 

Melaksankan 
Korrdinasi 
Perumusan 
Kebijakan 

Penetapan Jaringan 

Pelayanan 
Perkertaapian Pada 

Jaringan Jalur 
Perkeretaapian 

Kewenagan 
Provinsidalam 

rangka Manajemen 
dan Rekayasa Lalu 

Lintas 

Membuat Dokumen Kebijakan 
Jaringan Pelayanan 

Perkeretaapian pada Jaringan 
Jalur Perkeretaapian 

Kewenangan Provinsi yang 
Ditetapkan 

Menyiapkan Bahan 
Perumusan Kebijakan 
Penetapan Jaringan 

Pelayanan 

Perkeretaapian Pada 
Jaringan Jalur 
Perkeretaapian 

Kewenangan Provinsi 

Melaksanakan 
kordinasi 
kebijakan 

penetapan 
jaringan 

pelayanan 
perkeretaapian 




















